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ABSTRAK 

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintahan 

daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan 

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut 

meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya. 

Kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2000, merupakan babak baru 

dalam pemerintahan daerah. Dengan kewenangan itu, daerah otonom mengatur dan 

mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya 

kebijakan tersebut, pemerintah daerah berpacu mengoptimalkan potensi sumber 

daya yang ada dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah 

(PAD). 

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, 

sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masing-

masing (UU Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi. 

Dalam hal ini otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya budaya 

lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara diatur pada pasal 3 dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batubara. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, 

kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 

lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai 

manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia 

 

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan SDA, Pertambangan 

Minerba, Otonomi Daerah 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perubahan keempat UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan 

pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pada pasal 18 

ayat (1) berbunyi “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

                                                 

1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu 
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propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 

undang-undang. Sedang pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: 

pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan 

pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur 

kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 

 Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintahan 

daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan 

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut 

meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya.  

 Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, 

sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masing-

masing (UU Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi. 

Dalam hal ini otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya-budaya 

lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.  

 Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bagian dari fungsi pemerintahan 

daerah sejauh ini berkaitan dengan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita Negara Indonesia dalam menguasai 

sumber daya alam. Secara konstitusional didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penguasaan, 

penyediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan-

hubungan hukumnya tidak terlepas dari kebijakan negara. Penafsiran dari kalimat 

“dikuasai oleh negara” tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya 

dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta 
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memberikan pengaruh agar pengusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Akan tetapi di lapangan masih banyak terdapat permasalahan akibat 

pengaturan belum baik mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia. Dalam hal ini kasus-kasus pemanfaatan sumber daya alam seperti halnya 

pertambangan. Kasus-kasus penolakan masyarakat terhadap beroperasinya 

tambang di suatu daerah merupakan hal yang biasa didengar. Seperti kasus di 

Papua, NTB dan kasus-kasus lain yang tidak terekspos. 

Tumpang tindih kepentingan pihak-pihak yang terlibat tidak hanya 

berurusan dengan masalah ekonomi tapi juga dengan persoalan-persoalan ekologi, 

politik dan permasalahan sosial-kebudayaan. Penggalian sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbaharui ini, menyebabkan masalah ekologi menjadi masalah yang 

rawan dalam pewarisan sumber daya pertambangan untuk generasi ke generasi 

(Zulkarnain, Iskandar. 2004) 

Pemerintah Indonesia telah 'dengan berani' menggadaikan nasib generasi 

mendatang, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, penderitaan masyarakat 

adat, menurunnya kualitas hidup masyarakat setempat, meningkatnya kejahatan 

terhadap perempuan dan rusaknya ekologi kepulauan (Down to Earth Nr, 

56  Februari 2003) 

Data dari Indonesia Mining Association, Indonesia memiliki beragam 

sumberdaya energi yang tidak bisa diperbaharui, seperti minyak bumi, gas dan 

batubara. Data dari Indonesia Mining Association menyebutkan, bahwa: 

1. Produksi batubara Indonesia mencapai posisi ke-6 sebagai produsen dengan 

jumlah produksi mencapai 246 juta ton. 

2. Peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu 

sebesar 4,3 milyar barel yang terbukti dan 3,7 milyar barel potensial 

3. Peringkat ke-13 negara dengan cadangan gas alam 

4. Cadangan emas Indonesia 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki 

peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas dunia. 

5. Peringkat ke-5 untuk cadangan timah terbesar di dunia 

6. Peringkat ke-7 untuk cadangan tembaga dunia 

7. Peringkat ke-8 untuk cadangan nikel dunia  
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Data tersebut dikuatkan lagi dengan data yang menyatakan bahwa negara 

Indonesia memiliki sumber daya alam berupa aneka bahan tambang yang potensial. 

Berdasarkan data Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral terdapat 11 komoditi 

tambang yang menjadi andalan ekspor Indonesia berupa batubara, tembaga, emas, 

perak, timah, bauksit, Ni+Co dalam matte, bijih nikel, ferro nikel, nikel dalam ferro 

nikel dan granit2 

Sebagai negara yang kaya, bangsa Indonesia sudah seharusnya 

mendapatkan kesejateraan yang melimpah dari hasil kekayaan sumber daya 

alamnya. Berdasarkan data dari Indonesia Mining Asosiation, kekayaan tambang 

Indonesia menduduki peringat ke-6 (www.academia.edu) dan ini cukup untuk 

membiaya kesejahteraan bangsa Indonesia. Akan tetapi antara kekayaan sumber 

daya tambang Indonesia dengan kesejahteraan bangsa Indonesia tidak berbanding 

lurus. Oleh karena itu bagaimana wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan 

sumber daya alam di Indonesia khususnya sumber daya alam tambang dan 

bagaimana dampak kewewenangan pemerintah tersebut. 

 

Permasalahan 

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah ? 

2. Bagaimana dampak kewenangan pemerintahan daerah terhadap 

pengelolaan pertambangan ? 

 

PEMBAHASAN 

Pemerintahan daerah merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat 

lebih rendah dalam negara kesatuan RI, yang berhak mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahannya. Satuan pemerintahan teritorial tersebut disebut 

daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan di bidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga 

daerah disebut otonomi. Dengan demikian, agar wewenang pemerintah daerah 

dapat dijalankan, maka diperlukan dasar hukum pelaksanaan, yaitu sesuai pasal 136 

ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif 

                                                 
2 Dikutip oleh Arel Zulfrizal. “Geliat Pertambangan di Tengah Minimnya Investasi” 30 Agustus 

2004. http://www.bisnis.com// 

http://www.academia.edu/
http://www.bisnis/
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menetapkan Perda atas persetujuan bersama DPRD. Perda yang disusun tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.  

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 

hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, 

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya 

dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan 

hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Hubungan 

dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 ayat (4) dan ayat (5) 

meliputi: a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang menjadi kewenangan daerah; b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan 

sumber daya alam. dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan c. 

pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.  

Kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2000, merupakan babak baru 

dalam pemerintahan daerah. Dengan kewenangan itu, daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. 

Dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berpacu mengoptimalkan 

potensi sumber daya yang ada dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah (PAD) dengan legitimasi berupa Perda (Dhani, Umar. 2009) 

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dapat 

disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penguasaan, 

penyediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan-

hubungan hukumnya tidak terlepas dari kebijakan negara. Penafsiran dari kalimat 

“dikuasai oleh negara” tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya 
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dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta 

memberikan pengaruh agar pengusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan 

mayoritas dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan dan perizinan 

pertambangan di era otonomi daerah, dasar hukumnya adalah: 

1. UUD 1945 (Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5))  

2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 2 ayat (4,5,6,7) 

dan Pasal 17 ayat (2,3) 

3. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen ESDM 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kota 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca 

Tambang 

10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara 

 

Pelaksanaan otonomi daerah bidang pertambangan umum Secara yuridis 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

pada pasal 2 ayat 4, ayat 5 ayat 6 dan ayat 7, yang menyatakan: 

(4) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki  

hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. 

(5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang,  

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya. 
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(6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya  

dilaksanakan secara adil dan selaras. 

(7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya  

alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan 

kewilayahan antar susunan pemerintahan 

 

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah 

daerah meliputi: 3 

1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, 

pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian 

2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya. 

3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. 

 

Dengan adanya otonomi daerah maka hal yang diharapkan tercapai: 

1.  Daerah diharapakan mandiri dalam melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pertambangan umum, dengan demikian ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang 

2.  Memperhatikan dan memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan dan 

kemampuan riil daerah. 

3.  Daerah harus mengandalkan kemampuan sendiri dan mengurangi 

ketergantungan kepada pemerintah pusat. 

4.  Otonomi di bidang pertambangan pada dasarnya adalah penyerahan urusan 

pertambangan yang selama ini menjadi wewenang pusat. 

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara, antara lain, adalah:  

a.  Penetapan kebijakan nasional  

b.  Pembuatan peraturan perundang-undangan  

c.  Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria  

                                                 
3  Jimly Asshiddiqie, hal 435-436 
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d.  Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara 

nasional  

e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah dan berkonsultasi   dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia  

f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertarnbangan yang berada pada lintas wilayah 

provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis 

pantai 

g.  Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada 

pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua 

belas) mil dari garis pantai 

h.  Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak 

lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih 

dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai 

 i.  Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi 

 j.  Pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan 

serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik  

k.  Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan 

konservasi 

l.  Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan 

masyarakat  

m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil 

usaha pertambangan mineral dan batubara  

n.  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah  

o.  Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang 

pertambangan  
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p.  Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi 

dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara 

sebagai bahan penyusunan WlJP dan WPN  

q.  Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral 

dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional  

r.  Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang  

s.  Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional  

t.  Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha 

pertambangan  

u. Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha 

pertambangan.  

6

PERTAMBANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

BANGSA INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI
• Tanggungjawab pengelolaan lintas

Kabupaten dan/atau berdampak regional
• Perda

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
• Tanggungjawab pengelolaan di Wilayah 

Kabupaten/Kota
• Perda

PELAKU USAHA
• BUMN / BUMD
• Badan Usaha Lain
• Koperasi
• Perorangan

PEMERINTAH 
• Penetapan Kebijakan dan Pengaturan
• Penetapan Standar dan Pedoman
• Penetapan Kriteria pembagian Urusan Pusat dan

Daerah
• Tanggungjawab pengelolaan minerba

berdampak nasional dan lintas provinsi

Hak Pengusahaan

(Mining Right)

Penyelenggaraan
Penguasaan
Pertambangan
(Athority Right)

Kepemilikan (Mineral Right)
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Sumber: Bimtek ESDM Bengkulu, 2005 

 

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara, antara lain, adalah pembuatan peraturan perundang-

undangan daerah; pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 
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sampai dengan 4 (empat) mil laut, hal ini diatur di dalam Pasal 8 UU Minerba. 

Artinya, pemberian IUP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 

Selanjutnya, Pasal 37 UU Minerba menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh: 

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah 

kabupaten/kota; 

b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 

(satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota 

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat 

sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. 

 

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antar pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU 

Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: kewenangan, 

tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan pengendalian dampak lingkungan, 

dan pelestarian; bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya; dan penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. 

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) 

meliputi: Špelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang menjadi kewenangan daerah; kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan 

pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya. 

Akan tetapi seringkali terjadi konflik antara pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat. Konflik ini bersumber pada perebutan wewenang antara kedua 

pemerintahan tersebut. Konflik ini berkaitan dengan seberapa besar kontribusi 

pertambangan terhadap keuntungan ekonomi atas masing-masing wilayah. 

Sehingga penyelesaian konflik yang diambil sesuai dengan kepentingan sendiri 

tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu otonomi 
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daerah harus membuka diri bagi daerah untuk mengatur rumahtangganya sendiri 

tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.  

 

PENUTUP 

Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai 

oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. Usaha 

pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan 

otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan 

berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan 

pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka terciptanya pembangunan 

berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan 

prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Untuk 

mencapai manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat 

Indonesia pemerintah telah membuat UU, Permen dan PP. 
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